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RINGKASAN 

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM BADAN USAHA MILIK 

NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSERO  

Oleh : 

Meidy Yanto Sandi1, Hadin Muhjad2, Akhmad Syaufi3 

Pemisahan kekayaan berimplikasi pada sifat terbatasnya tanggung jawab 

pemegang saham dalam sebuah badan hukum, seperti Persero. Undang-Undang 

dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah menimbulkan beberapa persoalan yang 

layak untuk dikaji. Persoalan-persoalan tersebut yaitu pertama, konsekuensi hukum 

adanya kekayaan Negara dipisahkan terhadap kekayaan atau aset yang dimiliki persero 

dapat dikategorikan sebagai kekayaan Negara dilihat dari konsep badan hukum. Kedua, 

terjadi disharmonisasi mengenai makna keuangan Negara dalam semua peraturan 

perundang-perundangan di atas.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konflik norma mengenai 

makna kekayaan negara yang dipisahkan dalam Perseroan Terbatas terhadap 

kewenangan Badan Pengawas Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan 

perusahaan perseroan. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli, baik dari 

segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

Status harta kekayaan Perseroan dalam perspektif Keuangan Negara yang 

dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yang telah disertakan dalam persero 

bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Yang menjadi bagian dari keuangan 

negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham.  

Berdasarkan doktrin limited liability maka pemegang saham yang telah menyertakan 

modalnya pada persero hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disertakan. 

Negara yang telah menyertakan modalnya juga berkedudukan sebagai pemegang 

saham, dan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan. Penyertaan 

modal yang dilakukan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan 

merupakan bagian dari pergeseran rezim yang asal mulanya merupakan bagian dari 

                                                           
1 NPM : 1920216310033 
2 Pembimbing Utama 
3 Pembimbing Pendamping  
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KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN  DALAM  BADAN USAHA 
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Oleh : 
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Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

 

ABSTRAK 

 

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi 

kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal 

tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. 

Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau 

direksi Persero atas perbuatan mereka yang merugikan Persero sehingga dikategorikan 

merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan 

Persero berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan 

keuangan negara sehingga kerugian pada Persero bukan kerugian negara. 

 

Kata Kunci: Keuangan Negara. 
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SEPARATED STATE ASSETS IN STATE OWNED ENTERPRISES IN THE FORM 

OF PERSERO 

By : 

Meidy Yanto Sandi7, Hadin Muhjad8, Akhmad Syaufi9 

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University 

 

ABSTRACT 

 

Legally, the capital that came into the company no longer includes a wealth of capital, 

but a wealth of the company itself. It is a separation of wealth between shareholders 

and corporate wealth. In connection with the allegation and demanded in a number of 

former directors or directors of State Owned Enterprises for their acts detrimental to 

State Owned Enterprises to be considered detrimental to the state, should be given in 

depth understanding as financial SOEs based on legal theory and  the theory of power 

law is not a financial loss to the state, so that the State Owned Enterprises is also not 

harm the country. 

 

Keywords : State Finances 
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